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(d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
(e) biaya konstruksi.
Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolchan. Biaya perolehan
mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang
dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan,
pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai
tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua
yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut
dimaksudkan untuk dimusnahkan,
Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah
pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan
mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga
pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung
lainnya unluk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan
mesin tersebut siap digunakan.
Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya
yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai
siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya
konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh
biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan
sampal siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya
konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikcluarkan sampai jalan, irigasi
dan jaringan terscbut siap pakai.
Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu
komponen biaya aset tetap scpanjang biaya tersebut tidak dapat
diatribusikan secara langsung pada biaya perolchan asct atau membawa
aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost)
dan pra-produksi serupa fidak merupakan bagian biaya suatu aset
kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola
ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti asct yang dibeli.
Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
2) Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 04 Penyajian dan
Pengungkapan Belanja Pemerintah Tanggal 29 Desember 2006
Halaman 10 Baris 5,
Kelompok belanja langsung dan suatu kegiatan dibagi menurut jenis
belanja yang terdiri dari:
1. Belanja pegawai
2. Belanja barang dan jasa; dan
3. Belanja modal |
Belanja pegawai dalam kelompok belanja langsung terscbut
dimaksudkan untuk  pengeluaran  honorarium/upah  dalam
melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja
jenis ini antara lain unfuk menampung honorarium panitia pengadaan
dan adminisirasi pembelian/pembangunan unfuk memperoleh setiap
aset yang dianggarkan pada belanja modal sebagaimana dianggarkan
pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.
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Belanja barang dan jasa  digunakan untuk  pengeluaran
pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12
(dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan
program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa ini
mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor,
premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan,
sewa rumah/gedung/gudang/ perkir, sewa sarana mobililas, sewa alat
beral, scwa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan
minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus
dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas,
dan pemulangan pegawai.

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam
rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud
yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk
digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperii dalam bentuk tanah,
peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan,
dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan
aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya
scbesar harga beli/bangun aset.

Halaman 17 Baris 20

b. Konsep Nilai Perolehan

Konsep nilai perolehan sebenarnya tidak hanya berlaku pada aset tetap
saja, melainkan berlaku juga untuk barang persediaan.

Belanja Modal meliputi antara lain: belanja modal untuk perolehan
tanah; gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi dan
jaringan, Komponen Belanja Modal untuk perolehan aset tetap meliputi
harga beli asct tetap ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan
sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan, misalnya biaya
transportasi, biaya uji coba, dan lain-lain. Demikian juga pengeluaran
untuk belanja perjalanan dan j jasa yang terkait dengan perolehan aset
tetap atau aset lainnya, termasuk di dalamnys biaya konsultan
perencana, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak
(software), harus ditambahkan pada nilai perolehan. Komponen-
komponen tersebut harus dianggarkan dalam APBN/APBD schagai
Belanja Modal dan bukan scbaga Belanja Operasional. Tentu harus
diperhatikan nilai kewsjaran dan kepatutan dari biaya-biaya lain di
Iuar harga beli aset tetap tersebut.

Contoh:

Departemen Kesehatan/Dinas Keschatan merencanakan membeli
peralatan  kedokteran. Adapun komponen biaya untuk perolchan
peralatan medis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Harga beli alat medis Rp. 150.000.000
2. Perjalanan dinas Rp. 2.000.000
3. Ongkos/transportasi alat medis Rp.  5.000.000
4. Biaya uji coba Rp. 4.000.000

Total biaya perolehan Rp. 179.000.000

Harga perolehan peralatan medis fersebut adalah sebesar
Rp.179.000.000 yang berasal dari harga beli peralatan medis ditambah
dengan secmua biaya yang dikeluarkan sampai peralatan medis tersebut
siap untuk digunakan. Rencana pengeluaran untuk perolehan peralatan
medis (termasuk harga beli alat medis, pegalanan dinas,
ongkos/transportasi alat medis dan biaya uji coba) dicantumkan dalam
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APBN/AFBD scbagai Belanja Modal-Peralatan dan Mesin  sebesar
Rp.179.000.000. Demikian juga realisasi untuk perolehan alat medis
dicatat dan disajikan di LRA sebagai Belanja Modal-Peralatan dan Mesin
sebesar Rp.179.000.000.

Di samping belanja modal untuk perolchan aset tetap dan aset lainnya,

belanja untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolchan asct tetap

atau aset lainnya dapat juga dimasukkan sebagai Belanja Modal.

Pengcluaran terscbut dapat dikatcgorikan scbagai Belanja Modal jika

memenuhi persyaratan schagai berikut:

1) Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat,
kapasitas, kualitas dan volume aset yang telah dimiliki.

2) Pengeluaran terscbut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi
asset tetap/aset lainnya.

Terkait dengan kriteria perfama di atas, perlu diketahui tentang

pengertian berikut ini:

1) Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis
yang diharapkan dari aset fetap yang sudah ada. Misalnya sebuah
gedung semula diperkirakan mempunysi umur ekonomis 10 tahun,
Pada tahun ke-7 pemerintah melakukan renovasi dengan harapan
gedung tersebut masih dapat digunakan 8 tahun lagi. Dengan adanya
renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi
15 tahun.

2) Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau
kemampuan aset tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator
listrik yang mempunyai output 200 KW dilakukan renovasi schingga

kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW.

3) Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset
tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah
ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal.

4) Pertambahan volume asel adalah berfambahnya jumlah atau satuan
ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan

suatu gedung dari 400 m? menjadi 500 m2.

8) Peraturan Menteri RI Nomor: 120/PMK.06/2007 teniang
Penatausahaan Barang Negara Tanggal 27 S¢ 2007
Lampiran VI, Halaman 101 hurup C. Kebijakan dibidang Kapitalisasi
1. Tujuan :

a. Sebagai landasan hukum dalam pengelolaan dan penatausahaan
BMN.

b. Mewujudkan keseragaman dalam menentukan nilai BMN yang
dikapitalisir.

c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pencatatan nilai BMN.

2, Pengeluaran yang dikapitalisasi.

a. Pengeluaran yang dikapitalisasi dilakukan terhadap pengadaan
tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai,
pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan
gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan,
pembelian Asel Tetap lainnya sampai siap pakai, dan
pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.

b. Pengeluaran yang dikapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam
butir Z.a dirinci schagai berikut :

1) Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran
honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan,
pengukuran, dan pengurugan.
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2) Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi
harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya
pemasangan, dan biaya selama masa uji coba.

3) Pembuatan peralatan, mesin, dan bangunan meliputi:

a) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang
dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar
nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan,
biaya perizinan, dan jasa konsulian,

b) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang
dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan
tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku,
upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan
pengawasan, dan biaya perizinan.

4) Pembangunan gedung dan bangunan meliputi;

a) Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan
melalui kontrak berupa pengeluran nilai konirak, biaya
perencanaan dan penigawasan, biaya perizinan, jasa
kﬂmlfan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan
lama.

b) Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa
biaya langmng dan tidak langsung sampai siap pakai
meliputi biaya bahan baku, upah fcnaga kerja, scwa
peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya
punumn,b:syapmgmngnndnnhcngknrbnnglmm]m

5) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi :

a) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan
melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan
dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya
pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas
tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.

b) Perubangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan
secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung
sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tcnaga
kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan,
biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran
bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk
keperiuan pembangunan.

6) Pembelian Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai meliputi harga
kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.

7) Pembangunan/pembuatan Asct Tetap Lainnya :

a) Pembangunan/pembuatan  Aset Tetap Lainnya yang
dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya
perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.

b) Pembdngunan/pembuatan  Asct Tetap Lainnya yang
dilaksanakan sccara swakelola berupa biaya langsung dan
tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku,
upah fenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan
pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
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Dan juga tclah menganalisa beberapa ketentuan Pemerintah Rl terkait
Kapitalisasi Aset Tetap yang dijadikan rujukan/referensi sebelum terbitnya
Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 04 Penyajian dan
Pengungkapan Belanja Pemerintah terianggal 29 Desember 2006, antara
lain :

1) Keputusan Menteri Keuangan Rl Nomor: 01/KM.12/2001 tentang
Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara dalam Sistem
Aluntansi Pemerintah;

2) Surat Edaran Direktorat Jendral Perbendaharaan Departemen Ke
RI Nomor: SE-14/FB/2005 tentang Belanja Barang dan Belanja Moda]
dalam Ferolehan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara

Berpedoman dari beberapa ketentuan fersebul di atas, maka Pemerintah

Kabupaten Barilo Kuala dalam penyajian dan pengungkapan belanja

pemerintah yang fertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah

Kabupaten Barito Kuala TA. 2010 telah sesumi dengan ketentuan yang

berlaku, yaitu:

1) Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 07 Akuntansi Aset Tetap;

2) Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 04 Penyajian dan
Pengungkapan Belanja Pemerintah;

3) Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomor: 120/PMK.06/2007 fentang
Penatausahaan Barang Milik Negara.

Bedasarkan beberapa ketentuan yang telah diuraikan di atas, maka belanja

pegawai, yang, terdiri dari honorarium panitia pengadaan dan honorarium

panitia pemeriksa barang tidak dikapitalisasi ke dalam belanja modal aset
tetap kecuali honor tim pengadaan tanah scbagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomor: 120/PMK.06/2007 tentang

Penatausahaan Barang Milik Negara, Lampiran VII, hurup C. Kebijakan

dibidang Kapitalisasi, angka 2, hurup b, an,gkal]h:llhmm,}du

mengatur discriai contoh kapitalisasi tanpa memasukan biaya honorarium.

Tanggapan : 1. Inspektorat Kabupaten

Pescrta Rapat - Beberapa ketentuan yang dijadikan pedoman dalam kapitalisasi
barang milik daerah dalam Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Barito Kuala yang telah diuraikan di atas, dianggap telah

sesual dengan ketentuan yang berlaku;
- Rekomendasi atas Laporan Pemeriksaan BPK RI atas Laporan
n Pemerintah Kabupaten Barito Kuala TA. 2010
No.Z1.B/LHP/IXLBJM/ 08/2011 tanggzal 18 Agustus 2011 untuk

sementara tidak dapat ditindak lanjuti.

2. Bag. Hukum Sekretariat Daerah

- Tanggapan atas I.apmm Pcmcnksaan BPK Rl atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupa Barito Kuala TA. 2010

No.21 Bfuiwn-u.ﬂjw osfznn tanggal 18 Agustus 2011 dan
Temuan Pemeriksaan TP:14 dengan menganalisa beberapa ketentuan

yang berlaku scbagai pedoman dalam kapitalisasi barang milik
daerah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito

Kuala TA. 2010 dianggap telah scsuai.

Berdasarkan penyampaian materi rapat dan tanggapan peseria dapat discpakati bersama hal-hal
sebagai berikut:
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TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Wakil Bupati Barito Kuala

Dari : Kepala DPPEKD
Tanggal : 16 Januari 2013
Perihal : Pemmohonan Pendapat Penerapan Buletin Teknis SAP No.4

A T

A e

Dengan hormat,

Sehubungan adanya perbedaan penafsiran antara Pemerintah Kabupaten Barito
Kuala dengan BPK Perwakilan Prov. Kal.Sel atas penerapan Buletin Teknis SAP No.4
Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah pada Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala TA.2010, dimano dalam Laporan Pemeriksaan
BPE Rl Perwakilan Prov. KalSel alas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Barito Kuala TA.2010 No.21.B/LHP/IXLBJM/08/2011 tanggal 18 Agustus 2010 pada TP ;
14 Penilaian Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tidak
Sesuai Ketentuan yang menyebutkan bahwa : ‘Pencatatan aset tetap belum sesuai
dengan harga perolehan, nilai aset dicataf berdasarkan realfisasi pengeluaran
belanjo modal dan belum mengkapitalisasi honorarium yang ferkait dengan
perolehan’.

Hal mana Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan berpedoman pada:

l. Lampiran (X. Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005
Standar Akuntansi Pemerintah Pemyataan No. 07 Akuntansi Aset Tetap, halaman
3 baris 22. Komponen Biaya;

2. Bulefin Teknis SAP No.4 Penydjian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah
tanggal 29 Desember 2006 halaman 10 baris 5 dan halaman 17 baris 20;

3. Peraturan Menteri Keuangan Rl No.120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan
Barang Milik Negara tanggal 27 Sepfember 2007 Lampiran Vi, halaman 101
- hurup C. Kebijakan dibidang Kapitafisasi

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, belanjo pegawai yang terdiri dari

honorarium panitiac pengadaan dan honorarium panitia pemeriksa barang fidak

dikapilalisasi ke dalam belanja modal aset tetap kecuali honor tim pengadaan

tanah.

Sesuai dengan Nofulen Rapal SKPD lerkail, pada Kamis, 5 Januar 2012

direkomendaskan ‘Jika perfemuan dan diskusi fidak menemukan solusi terbaik

dalam menindak lanjuti Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala TA.

2010 No.21.B/LHP/IX1.BJM/ 08/2011 tanggal 18 Agustus 2011 dan Temuan

Pemeriksaan TP:14, maka Pemerintah Kabupaten Barto Kuala akan melakukan

upaya konfirmas atau permintaan penjelasan kepada Komite Standar Akuntansi

Pemerintahan beralamat di Gedung Prijadi Prapfosuhardjo lll .2 JI. Budi Ufomo No.6

Jakarta 10710 selokv pembuat regulasi.’

Berkenaan hal tersebut, disampaikan Surat Wakil Bupati Barito Kuala perihal Mohon
Pendapat Penerapn Buletin Teknis SAP No.4 untuk ditetapkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

KEPA PPKKD KABUPATEN
/%J:‘:f\
Pis

*%:P, SYAHBANA, M.SI
&2-"": - C?G‘E‘Ué W Perhbina Utama Muda

NIP, 19581209 199103 1 002
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PEMERINTAH KOTA BIMA
SEKRETARIAT DAERAH

Fin Soekamo - Tatta No. 2 Telp. {0374 ) 646442 Fay (0374) 646569

Rabg-Bima, 11 Maret 2013

MNomor : ole / o4y s/ Foi3
Lampiran . (Satu) Gabung Kepada Yth.
Sifat : Sangal segera pli:l:i nI{tn;:m Standar Akutansi
Perihal : Pengakuanpya dalam neraca daerah
atas kewajiban kepada pibak ketiga di -
yang belum selesal dilaksanakan Jakara

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan kevangan dacrah Pemerintah Kota
Bima Tahun Angparan 2013 sesvai dengan PP nomor 71 Tahun 2010 tentang
Stindar Akutansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
pedoman Pengelolaan Kevangan Daerah, khususnya berknitan dengan pembayaran
kepada Pihak ketiga yang belum selesai  dilaksanakan sampai dengan tanggal 31
Desember 2012 dan telah dilakukan pembayaran vang muka kerja.

Pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Bima mengangparkan Pengadaan
Handtractor pada DPA Dinas Pertanian dan Peternakan Ko Bima yang
dilaksanakan oleh CV.Mumi Pratama dan telah dilakukan pembayaran vang muka
kerja sebesar 30% dari nilai kontrak, namun sampai dengan berakhirmya Tahun
Anggaran 2012 pekerjaan ftersebut tidak bisa diselesaikan karena adanya
keterlambatan produksi vang dibuktikan dengan surat keterangan keterlambatan
produksi dari pihak Disiributor,

Sehubungan dengan permasalzhan distas kami memohon kepada Bapak agar
diberikan penjelasan mengenai bagimanakah pengakuannya terhadap neraca daerah
atas pekerjaan yang belum selesasi dilaksanakan dan telah dilakukan pembayaran
uang muka kerja dan bagaimanakah perlakuan pada Talum Anggaran 2013,

Demikian permohonan kami atas perhatian dan jawaban dari Bapak kami
sampaikan terimakasih.

Sekretaris Dacrah Kola Bima,

Premhing [TTiamo Moda (T s

Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan | 47



Komite Standar Akuntansi Pemerintahan



Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan



3. Dalam hal Pengadaan Handtractor tersebut ditujukan untuk diserahkan kepada pihak
lain, seperti kelompok tani, apabila terdapat penyerahan sebagian unit maka diakui
sebagai persediaan sedangkan sisa pekerjaan yang belum diselesaikan dari nilai uang
muka yang sudah dibayarkan diakui sebagai biaya dibayar di muka.

Demikian disampaikan, alas perhatian Saudara, kami ucapkan terimakasin.

% t@altﬁg:ﬂ&nﬂe Kerja,
y A\ 2Y -

3

Tembusan:
1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebagai Ketua Komite Konsultatif; dan

2. Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri sebagal Wakil Kelua Komite
Konsultatif
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Tembusan Yth:

Kegiatan bulir 6 (a) dan (b) dilakukan secara swakelola masyarakat
yang melibatkan komponen rumah tangga miskin sebagai pekerja.
Selanjutnya hasil kegiatan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat
miskin perdesaan. Sedangkan pada butir (c) diprioritaskan pada
kelompok-kelompok yang beranggotakan perempuan miskin yang
memiliki usaha/produktif.

Berkenaan hal tersebul, kami minta penjelasan terhadap ketepatan
penganggaran belanja BLM pada PNPM Mandiri pedesaan.
Selanjutnya kami mengusulkan penyempumaan persyaratan
penerima bantuan sosial yang meliputi UPK dan TPK vyang
menerima BLM pada PNPM Mandiri Pedesaan.

Demikian untuk menjadi perhatian.

1. Anggota V BPK RI, di Jakarta;
2. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
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PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

ALAMAT : Jalon Raya Ratahan — Belang, Kel, Wawall-Pasan, Kec. Ratahan, Telp/Fax (0431)3 174878
RATAHAN ¥ode Pos w5095

Ratahan, 23 Aprl 2012

Nomor 033,/ BPPRAG,MT AV —Lo03 Kepada
Lampiran + 1{satu) berkas ¥ih  IKomie Stlandar Akuntans:
Penihal . Permintaan Penjelasan Pamerimahan

Perlakuan Akuntans: dalam Di

Laporan Keuangan Pemerintah JAKARTA

Daerah (LKPD).

Berkenaan penyusunan Laporan Keuangan Pameriniah Daserah
(LKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara, bersama ini kami dar Dinas
Fandapalan Pengelolaan Keusngan dan Asel Daerah (DPPKAD)
Kabupaten Minahasa Tenggera Ingin meminta kejelasan perlakuan
akuntansi darl Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) terhadap
beberapa kejadian yang selame ini teradi, sssua dengan urutan wakiu
kejadian yailu.

a, Pada laporan keuangan 2010, pada skur Kas di Kas Daerah (1
1.1 1) dengan sub akun (a) Kas di Tangan KBUD 2008
sgbesar Rp.2.147.871.839. dan (b) Pan@rUang Muke
Operasional 2ebesar Rp. 14 902.740.089.- dengan panjelasar
sabagar benkut:

i Panjar/Uang Muka Opserasional {1.1.1.1.5) sebesar Rp.
14.902.740.085.- merupakan panjar yang dilakukan oleh
Kuasa BUD tahun 2009 dengan mengeluarkan SP2D tanps
dokuman yang sah, sehingga pada laporan keuangan 2004
ditempatkan pada akun kas. Paniar/llang Muka Operasicnal
(1.1.1.1.5).

ii. Was di BUD (111 14) sebesar Rp.2.147.871.939 - adaiah
Selisih Kas yang terjadi pada tehun 2008 (selisih pencatatar:
deri Kuasa BUD dengan catalan di RK Bank/merupakar
carul marut pengelolaan keuangan pegbat lama ) dan
sempai akhir tanggel pelagaran masih terdapal sslisin
sebesar Rp,2.147 971.839,- dan sampa saat ini salisil kas
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tersebut  belum dapat  ditelusun oleh  BPKP(melalu
asistensi)y/BPK(mealalui pemariksaar
Ikpd)/inspektorat(melalui peameriksaan reguinrkhusus)/Tim
FPenelusuran Selish Kas yang dibantuk Pemkab {(gaburigan
Inspektorat dan DPPIKAD) sshingga pada LHP BPK 2010
menyatakan "Indikasi kerugian daerah atas selisih kas yang
tidak dapat dijelaskan”
Sshingga pada laporan keuangan 2011, di lakukan reklasifikasi
dan akun Kas di Kas Dasrah -1 . 1 1. 1 (sepwart tersebut pade
poin a) ke akun FPutang Lain-lain-1.1. 4. 7.
Alasan dilakukan reklasifikasi pada poin b, di lakukan oleh
karena adanya Komentar BFK pada LHP tahun 2010 " Terqapat
Salisth Kas o Kas Dagrah Deangan Rekaning Koran per 31
Dosamber 2010 Sebesar Rp17.050.772.038,00 " Sehingga
ranuncul Nilai Kas yang tidak dapat diyekini kewajarannya karené&
tidak sesuai dengan "Peraturan Pemernntah Nomor 24 Tahur
20086 tentang Standar Akuntansi Pemeacintalian PSAFP Nomor 1
Paragiaf 48 dlijelasikan bahwa Asel Lancar meorupaken Asel
yang diherapkan segera untuk diréalisasikan, dipakai, ata
aimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dila belas) bulan sajalt
tanggal peleporen,” dimana Asel Lancar adalah maliputi kas
clan  selars kKas, invesiasl jangka pendelk, piulang, dan

persediaan.

Namun pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK lahun 2011, slas
Laporan Keuangan 2011 kemball menjadi temuan oleh kerana
‘rafklasifikasi ke Piutang tanpa dokumen dasar pengakuan yari)
memadal "

Atas temuan pada poin d. Dan hasil konsullasi dan asistensi dar.
BPKP pada Laporan Keuangan 2012 (unaudit) dilakukan
reklasifikas: kembali dan akun Piutang Lain-lain =1, 1 4, 7 ka
akun Aset Lainnya - 1. 5. 5. 1 dengan sub akun Aset Lain-lain

Dan saat ini Panjar tersebut masih _q_:ilji_rl‘l tanap panelusurar)
dan vernfikasl oleh pihak Inspektoral Kabupaten Minahaga

Tenggara. Apabila suaah keputusan in Kracht | Tetap dari hasi|
panelusuran Inspekiorat maka akan ditentukan langkah
selanuinya.
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[remikian disampaikan atas perkenan dan kerjasamanya diucapkan terimma
kasih.

BUPATI TAYAH DATAR

e
Tr.M.SHADIQ PASADIGOE, SH,MM

Tembusan :

Yth: 1. Menteri Dalam Negeri di Jakaria
2. Gubermnur Sumatera Barat di Padang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
4. Inspektur Kabupaten Tanzh Datar di Batusangkar,
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KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA

Nomor - B- 68/C5/Cu.2103/2013 Jakarta, 26 Maret 2013
Sifat . Segera.
Lampiran . -
Perihal : Kebijakan  Akuntansi  atas KEPADA YTH.
Penghapusan  Piutang  Uang KETUA KOMITE KERJA PADA KOMITE
Pengganti STANDAR AKUNTANS! PEMERINTAH
(KSAP)
DI -
JAKARTA

Berkenaan dengan pelaksanaan akuntansi penghapusan piutang uang pengganti di Kejaksaan R,
yang selama ini mengacu pada surat Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor @ S-
T3/KAMKSAP/X/2010 tanggal 6 Oktober 2010 perihal Pendapat KSAP terhadap Uang Pengganti, yang
antara lain menyebutkan bahwa piutang uang pengganti atas nama terpidana akan dihapuskan secara
mutlak dari Neraca apabila "Terpidana telah menjalani tambahan pidana penjara sebagai substitusi dan
kewajiban membayar uang pengganti (subsider) (Pasal 18 ayat (3))".

Perlakuan akuntansi mengenai hapusnya piutang uang pengganti dari neraca apabila terpidana
telah selesai menjalani subsider sebagaimana pendapat KSAP di atas mengandung arti bahwa piutang
uang pengganti tetap tercantum di neraca meskipun secara nyata melalui upaya penyelesaian secara
hukum membuktikan bahwa terpidana sudah tidak mempunyai harta bendalkekayaan untuk membayar
uang pengganti dimaksud atau negara sudah tidak akan menerima pembayaran uang pengganti sebagai
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sehingga menyebabkan sangat besar nilai piutang uang
pengganti yang disajikan pada neraca karena terpidana tidak dapaf lagi mengganti uang pengganti (masuk
dalam klasifikasi macet). Pencantuman uang pengganti yang relalif lama di neraca karena' lamanya
hukuman pokok dan subsider yang harus dilaksanakan oleh terpidana.

Sehubungan dengan permasalahan ini, kami memberikan penjelasan dan masukan sebagai
berikut:

1. Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “ Dalam hal terpidana tidak
mempunyai harla benda yang mencukupi unluk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman
maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya
pidana lersebul sudah ditentukan dalam putusan pengadilan®. Putusan Pengadilan adalah menyangkut
hukuman pidana tersebut, sedangkan mengenai pencantuman nilai uang pengganti di neraca
merupakan masalah akuntansi yang dalam hal ini tidak menyebutkan kata terpidana telah selesai
menjalani subsider.

2. Adanya kesulitan dalam monitoring oleh Kejaksaan Rl terhadap pelaksanaan hukuman pokok dan
subsider yang disebabkan karena tempat pelaksanaan eksekusi terpidana dapal berpindah tempat di

luar wilayah hukum Kejaksaan yang menangani perkara, serta adanya pengurangan masa hukuman
(remisi),

3. Dalam rangka penyelesaian Uang pengganti secara maksimal, Kejaksaan Rl melakukan upaya
penyelesaiannya dengan tetap memperhatikan prinsip moral hazard.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikul :

(1) Bersamaan dengan Surat Penntah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Kepala Kejaksaan
Negeri mengeluarkan Surat Perintah kepada Jaksa untuk "mencar harta benda milik terpidana
dan selanjutnya dilelang untuk menutup uang pengganti (pasal 18 ayat (2) UU Nomor 31 tahun

A P
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4. Berdasarkan butir 3 di atas, penghentian pengakuan piutang uang penggantl dengan
hukuman subsider dilakukan pada saat terpidana telah selesal menjalani hukuman subsider

yang ditetapkan.
5. Berdasarkan butir 2 di atas, dalam rangka penyajian piutang uang pengganti sebesar nilal
yang dapat direalisasikan di neraca, terhadap piutang uang pengganti tersebut perlu

dilakukan penyisihan piutang tak tertagih.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

o

Tembusan: —

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif:
2. Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite

Konsultatif,
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